HARI BURUH

Ribuan buruh turun ke jalan-jalan
untuk memperingati hari buruh
atau Mayday.
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PELURU PERHUTANI DI

HUTAN JATI

Dalam catatan Komnas HAM, 32
orang meninggal dunia karena
konflik di hutan Pulau Jawa
sepanjang tahun 1998-2008. 4

Jepara

PETANI

PENDAPAT

Ada 4700 orang tanpa memiliki
pekerjaan di Desa Kaliaman
Kecamatan Kembang Kabupaten

6

Harga Rp. 2000,-

LANI

KONFLIK AGRARIA

Petani Batang diteror
tuan tanah dan aparat

Konflik tanah yang terjadi di Desa
Kenconorejo Kecamatan Tulis Kabupaten
Batang sudah mencapai titik puncak. Petani
setempat banyak mendapatkan ancaman
dari oknum-oknum yang terlibat sengketa
Iahan, bahkan hingga melibatkan oknum
aparat desa dan kepolisian. Menurut
keterangan dari beberapa warga desa, dalam
pengaduannya dikantor DPC SPI Kab
Batang (11/5), saat ini para oknum tersebut
sudah mulai menebar teror secara psikis
baik berupa ancaman ataupun intimidasi
ingin merebut secara paksa tanah sengketa
tersebut.

Konflik tanah ini melibatkan warga dari
bebarapa desa diantaranya K enconorejo,
Wonokerso, Ponowareng Ujung negoro, dan
karanggeneg. Sengketalahan ini berawal
dari sekitar tahun 80an warga dari beberapa
desa menanami tanah kosong yang berada
di pinggir laut di desa Kenconorejo namun
setelah beberapa puluh tahun atau sekitar
tahun 1995.

Tibab-tiba muncul klaim dari seseorang
yang bernama Agus mengaku telah
memiliki tanah tersebut warisan dari orang
tuanya. Bahkan oknum ini mengaku
mempunyai sertifikat resmi tanah. Namun
warga menolak klaim tersebut dan tetap
mengarap tanah tersebut karena agus tidak
pernah bisa menunjukan keabsahan
kepemilikan atas tanah baik berupa surat-
surat atau pun sertifikat tanah.

Berbagai upayatelah dilakukan warga

Bersambung ke hal.2

Kunjungan Ketua MNP SPI, Mugi Ramanu

Ke wilayah konflik agraria di Kabupaten Batang.

PANGAN

HPP ideal adalah Rp.3320 -

HPP ideal untuk petani minimal Rp. 3320,
kenaikan yang ditetapkan pemerintah tidak
banyak membantu petani

Nilai ideal minimal untuk
Harga Pembelian
Pemerintah (HPP) untuk
Gabah Kering Panen (GKP)
adalah Rp. 3320 per
kilogram. Nilai ini
didasarkan pada kebutuhan
pokok rumah tangga petani,
kenaikan ongkos produksi
pertanian dan sarana
produksi pertanian seperti
pupuk dan obat-obatan.
Serikat Petani Indonesia
(SPI) menetapkan nilai ini
berdasarkan standar hidup
layak BPS yang

mensyaratkan pemenuhan
kebutuhan kalori sebesar
2100 kalori per orang per
hari.

Berdasarkan kecukupan
kalori BPS dan harga beras
saat ini sebesar Rp. 5000 per
liter (petani kitarata-rata net
consumer), dalam satu
rumah tangga petani (4
orang) minimal harus
mempunyai pendapatan
sebesar Rp 26400 per hari.
Sedangkan pendapatan real
petani (dengan 1 hektar
lahan) dari hasil produksi

beras adalah sebesar
Rp.17500 per hari per
keluargatani (dengan harga
GKP sebesar Rp. 2200). Ini
jelas tidak mencukupi angka
kebutuhan kalori. Untuk
mencapai kecukupan kalori
tersebut hargajua GKP
harus ditingkatkan menjadi
minimal Rp. 3320 per
kilogram.

Untuk mewujudkan hal
tersebut dibutuhkan suatu
organisasi pemerintah yang
kuat dan mampu menyerap
gabah langsung dari petani
dan mengatur
pendistribusiannya, agar
dapat memberikan
keuntungan bagi petani

Bersambung ke hal. 2
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HPP ideal...

namun juga tidak memberatkan
konsumen. Hal ini untuk
menghindari dominasi para
pencari rente dalam
perdagangan beras seperti yang
terjadi hingga hari ini.

Perlu diketahui, bahwa
keuntungan terbesar dalam
perdagangan beras di Indonesia
masih dinikmati oleh pihak
penggilingan dan pedagang
besar dibandingkan dengan
keuntungan yang diterimaoleh
petani padi. Saat ini pihak
penggilingan mendapat margin
keuntungan hingga 65 persen
sementara petani padi sendiri
hanya mendapatkan margin
keuntungan 15 persen dari biaya
produksi yang dikeluarkan.
“Struktur ekonomi produksi
yang seperti ini sudah tidak
sehat lagi, perlu ada campur
tangan kamuan politik dari
pemerintah untuk
merombaknya,” tandas K etua
Umum SPI Henry Saragih.

Menyangkut dengan
keputusan pemerintah lewat
Inpres No. /2008 mengenai
Kenaikan HPP Beras dan Gabah

yang dikeluarkan hari Selasa
kemarin, Henry menganggap
kenaikan HPP dari Rp. 2000
menjadi Rp. 2200 tidak
membantu petani secara
signifikan. “Ditengah kenaikan
harga-harga produksi, kenaikan
HPP terasa kurang memuaskan.
Pemerintah sepertinya sangat
berat untuk memberikan
insentif kepada petani, berbeda
halnya dengan ke kalangan
industri atau pengusaha,”
tuturnya.

Henry menyatakan itu
bukannya tanpa dasar, sebelum
HPP naik sgja harga GKP di
beberapa tempat seperti
Karawang sudah menembus Rp.
2200 bahkan ada yang melebihi
angka itu, walaupun di beberapa
tempat lainnya masih dibawah
nilai itu. Keadaan tersebut
memang sudah menjadi
kebutuhan objektif petani.
“Pemerintah sepertinya hanya
menjadi pahlawan kesiangan
sgja,” kata Henry.

Selanjutnya Henry
memaparkan untuk memenuhi
kebutuhan minimal petani,

penetapan HPP harus dibarengi
dengan kebijakan pengaturan
rantai distribusi beras. Saat ini,
posisi BULOG sebagai Perum
menyulitkan untuk menjalankan
tugas sebagai pengatur stabilitas
stok dan harga beras nasional.

Fungsi Public Service
Obligation dari BULOG tidak
dijalankan dengan baik. Posisi
BULOG menjadi sedergjat
dengan perusahaan swasta
sehinggaiatidak bisalagi
diberikan kredit likuiditas Bank
Indonesia. BULOG sudah
menggunakan kredit usaha yang
memiliki tingkat suku bunga
yang lebih tinggi, dengan fungsi
seperti itu otomatis BULOG
hanya menjadi bagian dari
pencari rente yang mengejar
laba setinggi-tingginya. Alhasil,
penyerapan gabah dari petani
menjadi minimal.

Dalam hal ini, petani lagi-
lagi menjadi pihak yang
dirugikan, tercermin dari
kebijakan BULOG yang
menambah jumlah persyaratan
gabah yang bisa diserap dari
petani dari 2 menjadi 5 yaitu:

kadar air maksimum 14 persen,
kadar hampa/kotoran
maksimum 3 persen, dergjat
sosoh 95 persen, beras kuning
maksimum 3 persen dan
kandungan menir maksimum 2
persen. Hal ini tentunya
semakin membatasi kemampuan
BULOG untuk menyerap gabah
dari petani.

Oleh karenaitu, SPI sebagai
organisasi petani menuntut
pemerintah untuk menetapkan
HPP agar sesuai dengan
kebutuhan petani sekaligus
menertibkan jalur distribusi
beras agar harga beras tidak
memberatkan konsumen,
pemerintah harus membeli beras
langsung dari petani. Selain itu
pemerintah harus memberikan
insentif dan subsidi kepada
petani, baik berupa sarana
produksi, pupuk, obat-obatan,
pembangunan irigasi,
infrastruktur pedesaan dan
penyediaan lahan kepada petani
gurem melalui program
pembaruan agraria.

Petani Batang...

untuk memperoleh legislasi
tanah tersebut dari mulai
membayar pajak atas tanah
namun dari pihak pemerintah
desatidak mau menanggapinya,
bahkan baru baru ini warga
penggarap telah mengadukan
persoalan tanah ini ke Badan
Pertanahan Nasional kabupaten
Batang. Selain itu, petani juga
sudah melakukan audensi
dengan kepala BPN Batang.

Namun hingga saat ini belum
ada tanggapan yang serius dari
Pihak BPN. KepalaBPN Kab
Batang mengatakan akan
menindaklanjuti pesoalan
tersebut dengan melakukan
survel langsung ke lahan
sengketa. Namun hinga saat ini
belum ada satu aparat BPN yang
turun ke lapangan.

Pertemuan Rapat konsultasi
di DPC SPI Minggu (11/5)
menghasilkan keputusan bahwa
warga diharapkan untuk tenang

dulu dalam menghadapi
intimidas-intimidasi yang
dilakukan beberapa oknum
dilapangan. Selain itu persoalan

tersebut akan dibawa oleh Ketua

Majelis Nasional Petani Mugi
Ramanu dalam Munas yang
akan berlangsung di Jakarta.

Lebih lanjut mugi
mengatakan sudah
menghubungi beberapa LBH,
untuk membantu mengatasi
persoalan hukun apabila
persoalan ini sampai ke ranah
hukum. DPP SPI di Jakartajuga
sudah meberikan perhatian
khusus mengenai persoalan ini
dan sudah menyiapkan bantuan
hukum untuk pesoalan tersebut.

Ketua DPC SPI Batang
Rokhim Sutarjo kembali
menegaskan agar warga yang
terlibat sengketa tetap tenang
dan tidak mengambil langkah-
langkah yang bisa memicu
konflik baru, dan juga

menunggu reaksi selanjutnya
dari beberapa oknum yang
terlibat persoalan tersebut.
Warga berharap agar
persoalan tersebut segera selesai
dan menjadi kejelasan atas
status tanah yang mereka garap

saat ini. Harapan wargaini dapat

terlaksana apabila pemerintah
benar-benar melaksanakan
amanat Undang-Undang Pokok
Agraria dan lebih berpihak
kepada petani.
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HARI BURUH

Memperingati May Day

ribuan buruh turun ke jalan-jalan

Ribuan buruh turun ke jalan-
jalan untuk memperingati hari
buruh atau Mayday (1/5). Di
Jakarta, aksi buruh dipusatkan di
I stana Negara dan Gelora Bung
Karno. Dalam tuntutannya kaum
buruh meminta SBY-Kalla
menurunkan harga sembako,
naikkan upah, hapus outsourcing
dan sistem kerja kontrak, bangun
industri nasional, dan
|aksanakan reforma agraria
sgjati. Aksi massaini diikuti
berbagai organisasi buruh seperti

ABM, KASBI, SBI, SBMI,
SPN, GSBI, dan lain-lain.Aksi
buruh didukung juga oleh
elemen gerakan sosial lainnya
seperti organisasi petani,
nelayan, pemuda mahasiswa,
perempuan, korban pelanggaran
HAM, aktifisLSM dan elemen-
elemen lainnya.

Pawai mayday dimulai dari
berbagai titik di ibu kota yang
bermuara ke Istana Negara.
Massa telah berkumpul sejak
pukul 09.00 WIB dan baru
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beranjak menuju Istana Negara
sekitar pukul 11.30 WIB. Ribuan
massa buruh dan elemen
masyarakat lain yang mengikuti
pawa Mayday 2008 bergerak
menuju Istana Presiden. Suasana
mendung menyebabkan cuaca
siang itu tidak terlalu panas dan
relatif bersahabat bagi massa
aksi.

Di sepanjang jalan, yel-yel
yang menyerukan persatuan
buruh dan tani serta tuntutan-
tuntutan aksi, disuarakan oleh

massa aksi. Tidak ada hambatan
yang berarti. Aparat keamanan
dari Polda Metro Jaya bertindak
kooperatif dengan memberikan
jalan bagi massa untuk bergerak
menuju Istana.

Massa aksi tiba di depan
I stana negara sekitar pukul 13.00
WIB. Sesaat setelah
mempersiapkan teknis lapangan,
aksi di depan istananegara
dibuka secara bersama.
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Peluru Perhutani di hutan jati

B IMAN D NUGROHO

“Hei rek! Koncone kena bedil!"
Teriakan Lasidi itu
menghentikan langkah seribu
belasan penduduk Kecamatan
Kedung Adem, Bojonegoro
yang lari tunggal langgang usai
mendengar suara tembakan.
Satu persatu mereka kembali ke
pinggir hutan Sekidang. Di
tempat itu Bambang Sutejo dan
Sucipto terkapar dengan luka
tembak di kepala. Pencari kayu
bakar itu tewas seketika.

Kenangan itu tak bisa hilang
dari benak Lasidi dkk. Kejadian
Rabu (23/04/08) lalu di Hutan
Sekidang, 30-an Km Kota
Bojonegoro Jawa Timur, benar-
benar di luar dugaan. Apalagi,
dalam tragedi itu, dua orang
tewas dan seorang lagi luka
serius karena peluru yang
ditembakkan aparat Perhutani.
"Sampai sekarang Sayamasih
teringat," kata Lasidi dalam
bahasa jawa.

Peristiwa penembakan itu
berawal ketika 20 orang pencari
kayu bakar (recek/ranting)
beristirahat di pinggir Hutan
Sekidang. Di tempat itu, mereka
membuka beka makan siang

yang dibawa dari rumah. "Kami
tidak berangkat bersama-sama,
tapi sudah menjadi kebiasaan
bertemu di pinggir hutan itu
ketika waktu beristirahat tiba,"
kata Nuri, penduduk Kedung
Adem.

Di tengah-tengah waktu
bersantai itu, tiba-tiba terdengar
suara tembakan. Tidak
beraturan, namun terdengar
menyalak hingga 15 kali.
Pencari ranting kayu yang

"Yudianto langsung lemas,..saya
rangkul dan membantunya
duduk di tanah," kenang Nuri.
Saat suara senapan tidak lagi
terdengar, Lasidi, salah satu
pencari kayu yang ketikaitu
duduk agak jauh dari
kerumunan, berinisiatif kembali
ke tempat mereka berkumpul.
Saat itulah, Lasidi melihat dua
orang patugas Perhutani berbaju
kaos sedang berdiri di samping
Bambang, salah satu pencari

Peristiwa penembakan itu berawal ketika 20
orang pencari kayu bakar (recek/ranting)
beristirahat di pinggir Hutan Sekidang. Di
tempat itu, mereka membuka bekal makan

siang yang dibawa dari rumah.

mendengar itu sontak berlarian
ke berbagal arah. Saat situasi
kacau itulah, sekilas Nuri
melihat leher Yudianto
mengeluarkan darah. Spontan
tubuh Yudianto diraih dan
berusaha didudukkan di tanah.

kayu yang tergel etak.

"Saya melihat dua orang,
yang satu membawa senapan,
yang lain membawa pentungan
di dekat Bambang. Orang yang
membawa senapan
menodongkan senapannya ke

arah Saya,..kemudian Saya
berteriak Hei Rek! Koncone
kena bedil (hei kawan kita kena
tembak-RED)," kenang Lasidi.
Teriakan Lasidi membuat dua
orang yang kemudian diketahui
sebagai aparat Perhutani itu lari.

Beberapa pencuri ranting
kayu yang sudah berlarian, satu
persatu kembali ke lokasi
peristirahatan. Sekitar 10 meter
dari mayat Bambang, ditemukan
pulamayat pencari kayu lain,
Sucipto yang juga sudah
meregang nyawa. "Keduanya
meninggal dunia, Bambang dan
Sucipto tertembak di kepala,
hanya Yudianto yang tertembak
di leher yang masih hidup," kata
Lasidi.

Di tengah rasa takut bila dua
aparat perhutani itu kembali
menembak, para pencari ranting
kayu itu membuat tandu dari
kayu hutan untuk membawa dua
jenazah kembali ke desa Babad
di Kecamatan Kedung Adem.

Konflik agraria

Hingga saat ini, Nuri dan Lasidi
dkk tidak mengerti alasan
penembakan aparat Perhutani.
Warga menduga, aparat
Perhutani mengira kelompok
orang yang sedang beristirahat
itu sebagai pencuri kayu jati.
Padahal tidak. Nuri
mengungkapkan, kehadiran
warga Kedung Adem di Hutan
Sekidang saat itu hanya untuk
mencari kayu bakar untuk
kebutuhan memasak.

Namun, kabar yang beredar
justru sebaliknya. Peristiwa
yang terjadi di petak 18 Hutan
Sekidang itu disebut-sebut
sebagai "prestasi” aparat
Perhutani yang sudah
melumpuhkan pencuri kayu.
Bahkan, dikabarkan pula ada
upaya penyerangan dari para
pencuri kayu ke petugas
Perhutani yang sedang
berpatroli. Karena membela diri,
aparat Perhutani melakukan
penembakan. Di sejumlah media
Menteri Kehutanan (Menhut),
MS Ka ban membenarkan berita
itu.

"Kami bukan pencuri kayu,
saat itu kami hanya membawa
bendo (golok), gergaji kecil, air
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minum dan bekal makanan,
masa bisa pencuri kayu jati
hutan yang besar-besar
dilakukan dengan bendo dan
gergaji kecil?' kata Nuri.
Sialnya, saat peristiwaitu
terjadi, aparat Perhutani tidak
melakukan pengecekan terlebih
dahulu. "Tidak ada peringatan,
tahu-tahu ada suara tembakan,”
kata Nuri.

Pemeriksaan yang dilakukan
Polisi Bojonegoro kepada enam
anggota aparat Perhutani,
menetapkan pelaku penembakan
mantri hutan Sekidang,
Supriyanto (33) sebagai
tersangka. Dalam pemeriksaan
itu, polisi menyita senjata api
(senpi) jenisPM 1 A 1 buatan
PT Pindad yang sudah
memuntahkan sembilan peluru,
sebagai barang bukti.

Peristiwa penembakan di
Hutan Sekidang Bojonegoro
menambah daftar panjang
konflik di areal hutan di Pulau
Jawa. Dalam catatan Komisi
Nasional Hak Azasi Manusia
(Komnas HAM), 32 orang
meninggal dunia karena konflik
di hutan Pulau Jawa sepanjang
tahun 1998-2008. Lebih dari 69
orang luka-luka. "Konflik itu
melibatkan 6300 desa yang ada

di sekitar hutan," kata Anggota
Komnas HAM, Syafruddin
Ngulma Simeulue.

Di Bojonegoro, konflik yang
terkait dengan hutan sering kali
terjadi. Di kabupaten yang
merupakan kabupaten termiskin
ke-5 di Jawa Timur ini memiliki
98 ribu Ha hutan. Sekitar 40
persen penduduk Bojonegoro

Kabupaten Bojonegoro sudah
"menggjak bicara' 5
Administratur Kehutanan di
Bojonegoro untuk berkomitmen
mengurangi konflik yang terkait
hasi| hutan. Hasilnya, dibentuk
38 Lembaga Masyarakat Desa
Hutan (LMDH). Sayangnya,
informasi yang diperoleh The
Jakarta Post di lapangan

Dalam catatan Komisi Nasional Hak Azasi
Manusia (Komnas HAM), 32 orang meninggal
dunia karena konflik di hutan Pulau Jawa
sepanjang tahun 1998-2008. Lebih dari 69
orang luka-luka. "Konflik itu melibatkan 6300
desa yang ada di sekitar hutan,” kata Anggota
Komnas HAM, Syafruddin Ngulma Smeulue.

menggantungkan kehidupannya
dari hasil hutan. Karenaitulah,
Bupati Bojonegoro memahami
mengapa seringkali ada konflik
yang terkait dengan hutan.
"Waktu sayajalan-jalan ke
L embaga Pemasyarakatan
Bojonegoro, 60 persen
narapidana dipenjara karena
kasus pencurian kayu," katanya.
Karenaitulah, meski belum
berjalan maksimal, pemerintah

menyebutkan, LMDH justru
tidak memakmurkan masyarakat
hutan. "MLDH justru menjadi
lembaga yang seringkali
memonopoli hasil hutan,” kata
sumber The Post.

Awal Mei ini, tiga anggota
Komnas HAM, Syafruddin
Ngulma Simeulue, Nur Cholis
dan Kabul Supriyadi turun ke
Bojonegoro untuk mencari
kejelasan peristiwaitu.

Syafruddin Ngulma yang juga
Mantan Direktur Eksekutif
Wahana Lingkungn Hidup
(Walhi) Jatim ini mengatakan,
konflik di sekitar hutan adalah
akumulasi pengelolaan hutan
yang tumpang tindih di
Indonesia

Misalnya sgjaregulasi sod
tata batas hutan yang hingga
saat ini belum dibuat. "Bahkan
ada desa yang tiba-tiba sgja
masuk bagian dari hutan, ini kan
jelastidak benar," kata
Syafruddin Ngulma. Di Jawa
Timur sgja, fungsi kelola 315
hutan lindung yang seharusnya
berfungsi sebagai hutan lindung,
justru digunakan Perhutani
sebagal hutan kelola.

Ironisnya, penataan yang

belum baik itu memposisikan
masyarakat sekitar hutan
sebagai pihak yang dirugikan.
Seringkali, masyarakat dituduh
sebagai pencuri kayu, saat
mereka akan memanfaatkan
hutan untuk kehidupannya.
"Jangan lupa, UU Agraria
menjamin fungsi sosia tanah
untuk masyarakat, hasil hutan
adalah hak masyarakat yang
juga harus dipenuhi," kata
Anggota Komnas HAM Nur
Chalis.
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PENDAPAT

Pembangunan berbasis masyarakat

B MA RUMAWI ESWE

“Dahulu sewaktu proyek dikerjakan, ada hampir 5000 warga yang bisa bekerja.
Sekarang hanya sekitar 300 warga. Jadi, banyak yang menganggur, “ kata Tohar,
petinggi Desa Kaliaman Kecamatan Kembang Kabupaten Jepara, (SM, 2/12/2006).

Kira-kira ada 4700 orang tanpa
memiliki pekerjaan di Desa
Kaliaman K ecamatan Kembang
Kabupaten Jepara. Sebuah desa
yang sangat dekat dengan proyek
‘mercusuar’ PLTU. Bagaimana
dengan desa lainnya? Belum ada
data yang terkuak. Ribuan orang
setiap hari butuh makan, namun
mereka menganggur. Barangkali
mereka sudah mencari pekerjaan
lain, tapi tidak ada pekerjaan.
Atau, ada pekerjaan, namun
mereka tidak mempunyai
kualifikas untuk
mengerjakannya. Karena,
mereka berpendidikan rendah
dan atau kemampuan
keterampilan mereka yang
terbatas. Dalam kondisi
demikian, anomali sosial akan
merenggutnya.

Dalam langgam pekerjaan
di Jepara, adatigajenis profesi,
secara mayoritas. Ketiganya
adalah tani, dagang dan mebel/
batik. Jenis profesi yang terakhir,
di jepara merupakansentra ukir-
ukiran, pertukangan dan batik.
Suatu jenis pekerjaan yang telah
ditradisikan dan turun-temurun.
Keahlian itu dapat menunjang
seluk beluk hidup mereka.
Mereka dapat mempelgjari
keahlian tersebut secara
informal, belgjar dengan
tetangga dan keluarganya.
Hampir dapat dipastikan mereka
bisa mengerjakannya.

Letak geografis yang sangat
jauh dari jalut jalan raya pantura,
masyarakat jepara menjadi dan
harus kreatif dalam menjalani
konstelasi kehidupan. Hgal ini
berbeda dengan Demak, Pati dan
Kudus. Ketiga kabupatenaitu
merupakan jalur jalan raya
pantura. Sebuah jalur jalan raya
yang sangat menguntungakn
secara ekonomis. Kapaten-
kabupaten tersebut dapat
membuat restoran-restoran,
hotel-hotel dan warung-warung
makan di pinggir jalur di atas,
dan dipastikan laku. Karena para

pengendara yang lapar dan
kelelahan pasti kan mampir di
restoran/warung dan beristirahat
di hotel. Lain dengan Jepara,
kotaini letaknya agat terpencil
secara geografis. Jadi,
masyarakat Jepara harus dan
menjadi kreatif dalam
kehidupannya. Nah, salah satu
kealian kekereatifan tersebut
adalah keahlian ukira-ukiran,
pertukangan, perabot mebel dan
batik. Pembangunan di Jepara,
selayaknya melangkah dengan

proses pembangunan atau
menjadi maju. Sedang secara
terminologi, pembangunan ialah
perubahan yang direncanakan
dan dilaksanakan oleh sebuah
negara untuk mencapai
masyarakat yang adil dan
sejahtera (Saptari, 1997; 109).
Terlepas dari arti secara
etimologis dan terminologis,
pembangunan harus memulai
langkah dari realitas kehidupan
masyarakatnya. Hal ini penting,
agar masyarakat tidak

Pemerintah tidak mempedulikan
seberapa besar masyakat dapat
mengakses pemebangunan.
Pemerintah kelihatan tidak
mendengar aspirasi masyarakat yang
berkeberatan pembangunan tersebut.

titik pandang pada realitas seluk
beluk kehiduapn masyarakatnya.
Kalau Jepara adal ah pusat ukir,
mebel serta batik, maka
pembangunannya harus banyak
menyentuh jenis keahlian dan
pekerjaan di atas. Karena
permebelan adalah urat nadi
perekonomian masyarakat
Jepara, maka pembangunannya
harus dimulai dari jenis
pekerjaan tersebut. Jika urat nadi
ekonomi ini hancur, maka sektor
lain pun akan mati perlahan-
lahan.

Secara etimologis,
pembangunan, menurut Oxford
Advanced Learner’s Dictionary
(1995; 318), salah satunya
tertulis bahwa the action or
process of developing or being
developed. Kira-kiraartinya
adalah suatu tindakan atau

mengalami kegagapan dalam
menjalani pembangunan yang
tengah berlangsung. Inilah
pembangunan yang berbaisis
masyarakat.

Dalam perspektif di atas,
pembangunan di Jepara harus
mengarah pada tiga sektor. Tiga
sektor itu di anataranya adalah
sektor pertanian, sektor kelautan
dan sektor permebel an/batik.
Sektor yang terakhit merupakan
sebuah sektor yang sangat
menentukan dalam
perekonominan masyarakat
Jepara. Sektor ini juga sangat
membantu negara dalam
mengahailkan devisa negera,
dengan pasar ekspornya. Maka,
sektor ini perlu dibangun suatu
institusi pendidikan yang
berbasis industri mebel.
Karenanya, agar masyarakat

Jeparatidak sekadar menjadi
ahliatukang mebel/kuli, tapi
mengetahui selekbeluk
menajamen perindustrian mebel.

Sektor kedua, kelauatan,
Jeparamemiliki garis pantai
yang sangat panajang di banding
dengan daerah lainnnya. Garis
pantai yang panjang ini memiliki
potensi yang besar, secara
praktis maupun secara akademis.
Secara akademis, Jepara perlu
mempunyal pusat kajian
kelautan yang tangguh, karena
memiliki garis pantai terpanjang
di wilayah pantura. Kiraperlu
bahwa |aboratorium ilmu
kelautan Undip di Teluk Awur,
Jepara, dijadikan suatu institut
Kelautan Jepara (1K J), seperti
IPB dan ITB yang berada di
Bogor dan Bandung. Kedua
ingtitusi pendidikan itu semula
adalah fakultas di bawah Ul
Jakarta. Kiratidak berlebihan,
jika laboratorium kelutan undip
tersebut dijadikan sebuah
ingtitusi pendidikan kelautan di
Jepara yang terpisah dari Undip
di Semarang.

Dan ketiga, sektor
pertanian, Jepara memiliki lahan
pertanian yang cukup luas.
Hampir sebagian besar lahan di
lereng Gunung Muria adalah
milik Jepara. Lereng yang |;uas
itu dapat dijadikan sebuah
agrowisata., di samping segai
sektor pertanian. Lahan-lahan
pertanian yang subur harus
dilestarikan dan dikembangkan.
Bangunan-bangunan yang
menempati |ahan-lahan tersebut
harus dibatasi dan dilarang, agar
lahan pertanian yang subur tidak
menyempit. Dengan demikian,
produksifitas pertanian di Jepara
tetap terjaga untuk memenuhi
kebutuhan pangan msyarakat
Jepara.

Dalam kerangka tiga sektor
di atas, pembangunan di Jepara
sekarang adalah salah kaprah.
Salah kaprah karena
pembangunannyatidak melihat
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dan tidak berdasarkan relaitas
dan konstelasi kehidupan
masyarakatnya.pembangunan
PLTU dan rencara
pembangunan PLTN, misalnya,
di Jepara adalah mencermisnkan
salah kaprahnya pembangunan.
Pembangunan kedua tenaga
listrik tersebut merupakan sikap
pemerintah yang meninggalkan
dan mengkhianati masyarakat
Jepara. Pemerintah hanya
mengejar keuntungan sesaat
semata. Pemerintah tidak
mempedulikan seberapa besar
masyakat dapat mengakses
pemebangunan tersebuit.
Pemerintah kelihatan tidak
mendengar aspirasi masyarakat
yang berkeberatan
pembangunan tersebut.
Masyarakat Jeparajelas
akan menjadi penonton di
rumahnya sendiri. Mereka tidak
memiliki kemampuan untuk
memperol eh akses yang cukup
terhadap pembangunan proyek
PLTU dan rencana
pembangunan PLTN. Kalaupun
ada amsyarakat yang dapat
mengakses pembangunan PLTU
dan rencana pembangunan
PLTN itu pun hanya sebagian

kecil, dan hanya menjadi tenaga
kasar/kuli semata, tidak lebih

dari itu yang diperoleh mereka.
Karena, tenaga-tenaga ahli
hanya dikuasai oleh orang-orang
yang berpendidikan khusus,
yang tidak dimiliki oleh
masyarakat Jepara. Ahli-ahli
tersebut didatangkan dari luar
daerah, bahkan mereka dari luar
negeri. Masyarakat Jepara akan
menjadi penonton, karena
mereka tidak memiliki
pendidikan tinggi yang
mendukung kemampuan
pembangunan PLTU dan
rencana pembangunan PLTN.
Melihat fenomena
pembangunan di Jepara yang
tidak sesuai dengan realitas
konstelasi kehiduapan dan
pekerjaan masyarakatnya.
Kiranya perlu untuk mengakhiri
tulisan ini untuk menyitir
sgjaknya Mustofa W. Hasyim,
penyair dari Yogyakarta.
Berikut sajak itu: // engkau
menanam pohon//tapi tsk
mengajak tanah//Engkau
menanam pohon//tapi tak
mengajak air//Engkau menanam
pohon//tapi tak
mengajakmusi m//Engkau
menanam pohon//tapi tak
mengajak pohon//Engkau hanya
menanam//dirimu sendiri//.
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PERTANIAN ORGANIK

Deklarasi Nagari Pertanian Organik

di Situjua Gadang Sumatera Barat

Pupuk kimia dan pestisidayang
puluhan tahun lalu begitu
didengung-dengungkan sebagai
langkah bagus dunia pertanian,
kini justru terbukti membuat
areal pertanian rusak. Hal
tersebut dikatakan Anggota
Magjelis Nasional Petani (MNP)
Serikat Petani Indonesia (SPI),

ORGANISASI

Sago Indra ketika
mendeklarasikan Nagari Organik
di Situjua Gadang, Kabupaten
Lima Puluh Kota, Sumatera
Barat (20/4).

"Bukan cumaitu, pupuk kimia
dan pestisida telah ikut membuat
alam tidak laras. Lihatlah,
sawah-sawah petani yang dulu

Deklarasi Dewan Pimpinan
Wilayah SPI Yogyakarta

Sabtu (3/5), SPI wilayah
Jogjakarta resmi dideklarasikan
di Bantul, Jogjakarta.
Pendeklarasian ini dilakukan
sebelum acara Musyawarah
Wilayah dilaksanakan. Tercatat
tiga SPI cabang yang ikut serta
mendeklarasikan SPI Wilayah
Jogjakarta yakni SPI Cabang
Bantul, Gunung Kidul dan
Kulon Progo.

Struktur kepengurusan DPW
Jogjakartadiisi oleh Lujianto
sebagal ketua Badan Pengurus
Wilayah. Sedangkan untuk
perwakilan ke DPP, Muswil
mengutus Marzugi Kurdi dan
Muhyidin sebagai Majelis
Nasional Petani.

Pendeklarasian dihadiri oleh
Ketua Umum SPI, Henry
Saragih. Dalam Kesempatan itu
Henry berpesan agar pengurus
terpilih segera menjalankan
program kerja yang menyentuh
permasal ahan nyata petani di

lapangan. “ Segera bangun
|lumbung-lumbung pangan di
desa-desa, dirikan koperasi-
koperasi petani dan wujudkan
kedaulatan pangan untuk
kesgjahteraan nasional,” ujar
Henry.

Sebelumnya, di wilayah
Jogjakarta telah dideklarasikan
tiga Dewan Pengurus Cabang
yakni, Bantul, Kulon Progo dan
Gunung Kidul. Dengan
berdirinya SPI di Jogjakarta
diharapkan kesejahteraan petani
bisa diperjuangkan secara
bersama-sama.

“SPI konsisten untuk
memperjuangkan nasib petani
dan menyukseskan gerakan
pembaruan agraria di
Indonesia, Oleh karenaitu SPI
akan terus melakukan perluasan
anggota,” ujar Ali Fahmi Ketua
Departemen Pengorganisasian
DPPSPI.

subur dan dalam, kini makin
gersang dan dangkal. Tidak salah
kiranya, jika orang juga
menganalisa, perubahan iklim itu

y jugaterjadi akibat pemakaian

pupuk kimia dan pestisida yang
berlebihan,” ucap Sago Indra.

Sago menilai pupuk kimia
makin sulit untuk didapatkan dan
tidak terjangkau harganya oleh
petani. Contohnya sgja urea,
meski telah disubdidi, tetap sgja
masih langka. "Makanya, tidak
ada alternatif terbaik kecuali
kembali pada kearifan lokal.
Kembali padatradisi pertanian
organik,” sebutnya.

Mengenai rencana Situjua
Gadang menuju nagari organik
2010, Sago yakin bukanlah
sebuah hal berlebihan. " Berat
memang, tapi ini meski
dilakukan. Karena sistem
pertanian sekarang, benar-benar
telah menjajah petani. Hasil
pertanian yang mereka dapatkan
dengan tetes keringat, justru
dinikmati oleh kalangan korporat

atau para penganut kapitalisme,”
katanya.

Di Situjuah Gadang, terdapat
5400 penduduk yang terdiri dari
1400 KK. 85 persen di antaranya
tergantung dari hasil pertanian.
Sebanyak 600 KK atau 1500
jiwa, menjadi penerimaAskeskin
dan Askeskap. Dalam arti kata,
warga Situjuah Godang yang
bertani telah menjadi bagian dari
fenomena kemiskinan. Posisi
dayatawar dan dayajua mereka
amatlah lemah. Sedangkan dari
akses harga, informasi, dan
kepemilikan, mereka jugatidak
diuntungkan. Alhasil, jadilah 900
hekter sawah hasil pertanian di
daerah itu hanya untuk keperluan
konsumtif atau menguntungkan
korporat. ” Ada sekitar Rp2,5
miliar uang petani di sini yang
terbuang ke luar tiap tahunnya.
Makanya, kami berupaya kuat
membuat mereka berdaulat,
salah satu dengan pertanian
organik,” imbuh Sago Indra.

Fajar Rillah Vesky




